
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
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TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITlA PELAKSANA BULAN 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TABUN 2014 

GUBERNUR LAMPUNG. 

Menim.bang -. R.	 bahwa Keselarnatan dan Kesehatan Kerja merupakan 
salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja 
dari resiko kecelakaan pemakaian peralatanjpesawat 
dan penyakit akibat kerja maupun terhadap kerugian 
harta benda dalarn suatu proses produksi; 

b.	 bahwa dalam rangka meningkatkan peran ser-ta dan 
kepedulian para pengusaha, pimpinan per-usahaan, 
tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat 
dalam melaksanakan Keselarnatan dan Kesehatan Kerja, 
perlu diselenggarakan Bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3J Provinsi Larnp'urig Tahun 2014; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan Irur-uf 
b tersebut di a.tae, dan agar pelaksanaannya berjalan 
tertib, lancar-, berdaya guna dan berhasil guna 
dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Bulan 
Keselarnatan dan Keseha.tan Kerja (K3) Provinsi 
Larnptrng Tahun 2014 dan menetapkannya dengan 
Keputusan Gubernur Larnptang; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja; 

2.	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 
Boaial Tenaga Kerja; 

3.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenaga kerjaan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerirrtaharr Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah ter-akhir- dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tabun 2008; 

5.	 Pcraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program .Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
eebagairnaria. telah diubah beber-apa kali ter-akhir 
dengan Peraturan Pemerirrtah Nomor- 53 Tahun 2012; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerirrtah, 
Pemerintahan Daerah Provinei dan Pemerintahan 
Daerah KabupatenjKota; 
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7.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 
2013; 

1.	 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 425/Men/ 1990 
tentang Hari Keselam.atan dan Kesehatan Kerja (K3); 

2.	 Keputusan Menteri Terraga. Kerja Nomor Kep. 
463/Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional 
Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

3.	 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nornor Kep 372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk 
Pelak.sanaan Bulan K3 Nastonal Tahun 2010 eampai 
dengan 2014j 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN 
DAN PEMBENTUKAN PANITlA PELAKSANA BULAN 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI 
LAMPUNG TAHUN 2014. 

Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Provinsi Lampung Tahun 2014 pada tanggal 12 Januari 
2014 sampai dengan 12 Februari 2014, dengan Tema ¥¥ 

WUJUDKAN BUDAYA K3 UNTUK MENJAMIN STABILITAS 
USAHA. DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI 
NASIONAL", 

Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Kese1amatan dan 
Kesehatan Kerja Provinsi Lampimg Tahun 2014 dengan 
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua 
mempunyai tugas merencanakan, memperaiapkan, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan Bulan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2014. 

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan 
melaporkan hesil pelak.sanaannya kepada Gubernur 
Lampung selaku PengendaJi Bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Provinsi Lempung. 

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dines Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang 
mengenai teknis pe1aksanaannya diatur Iebih lanjut oleh 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung. 



KETUJUH	 Keputusan irri mulai berlaku pacta tanggal ditetapkan dengari 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

GUBEmf~ 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
2. Menteri Tenaga Kerja dan Tranemigrasi di Jakarta; 
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans di Jakarta; 
4. Ketua DPRD Provinei Lampung di Telukbetung; 
5. BupatijWalikota se-Provinei Lampung: 
6. Direktur Pengawasan Nanna K3 Kemenakertrans di Jakarta; 
7. Direktur Pengawasan Norma Kerja Kemenakertrans di Jakarta; 
8. Kepala Biro Bina Soeial Setda Provinsi Lampung eli Telukbetung. 
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Te1ukbetung; 
10. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat eli Jakarta; 
11. Ketua DPD APINDa Lampung di Bandar Lampung;
 
12.Para Ketua DPDjPengurus Daerah/Korwil Serikat PekerjajSerikat Buruh se-Provinei
 

Lampung di Bandar Lampung; 
13.Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan. 
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LAMPlRAN	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR Gj \1- jIII.05jHKj20J4 

TANGGAL : 1 ,\. 2014 

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN
 
KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
 

I. 

II. 

Pembina 

Pengarah 

III. Ketua UmUIn 

IV. WakH Ketua I 

Waki1 Ketua II 

Wakil Ketua IV 

Wakil Ketua V 

Waki! Ketua VI 

V. Sekretaris 

VI. 

Wakil 
Sekretaris 

Bendahara 

VII. 

Wakil 
Bendahara 

Seksi-Seksi 

1. Upacara 

Koordinator 

Anggota 

Gubernur Lampung. 

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 

2. WalikotajBupati se-Provinsi Lampung. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Provnsi 
Lampung. 

Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung. 

KepaIa Dinas Tenaga Kerja atau yang membidangi 
Ketenagakerjaan Kote./Kabupaten se-Provinsi 
Lampung. 

Kepala Cabang PT. Jamsostek ( Persero ) Lampung I. 

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
Lampung. 

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(KSPSI) jSerikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)j 
Seluruh Buruh Lampung (SBL)jSerikat Pekerja Metal 
Indonesia (SPMI) Lampung. 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Lampung. 

Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

Kepala Bidang Pcmasaran PT. .Jamsoetck (Persero) 
Cabang Lampung I. 

Kepala sub bagian Keuangan Dinas 'Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Provinsi 
Lampung. 

1.	 Kopala Bidang Hubungan Industrial dan 
Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Tranemigrasi Provinsi Lampung. 

2.	 Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Provinsi 
Lampung. 

3.	 Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung. 



4.	 Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

5.	 Kepala Sekei Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinei Lampung. 

6.	 Pranata Humas Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung. 

7.	 FungsionalfPengawas Ketenagakerjaan Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

2.	 MonitoringjEvaluasi Bulan K3 

Koordinator	 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Lampung. 

Anggota 1.	 Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
Lampung. 

2.	 Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI)jSerikat BUlUh Seluruh Indonesia 
(SBSI)jSerikat Bur-nh Lampung (SBL)jSerikat 
Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung. 

3.	 Kepala Cabang Pr. Jamsostek [Per'sero] Lampung I. 

4.	 Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Lampung. 

5.	 Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Lampung. 

6.	 Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 
Dinas Kesehatan Provinsi Larnpung. 

7.	 Kasubbag Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi	 Biro Bina Sosial Setda Provinsi 
Lampung. 

8.	 Unsur Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi 
dan KabupatenjKota. 

3.	 Olahraga 

Koordinator	 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigraei 
Provinst Lampung. 

Anggota 1.	 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 
Pengawasen Tenaga Kerja Dlnas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung. 

2. Kepala UPrD	 Balai Latiban Kerja Bandar Lampung. 

3.	 Kepala Bidarig Penempatan Pe1atihan dan 
Ketr-arnpilan Tenaga Kerja Dinas Tennga Kerja dan 
Transrnlgrasi Provinsi Lampung. 

4.	 Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung. 

5.	 Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 



6.	 Kepala Seksi Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kcrja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung. 

7.	 Kepala Sckei Pe1atihan dan Pemasaran UPTD BLK 
Way Abung. 

8.	 Sumiarto, S.Sos (Pengawas Keteriagakerjaan Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung). 

9.	 Rasiman, SE (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas 
Tenaga Kerja dan Tr-anernigraai Provinei Larnpung). 

10	 Agus Wabyudi, ST (Pengawas Ketenagakerjaan 
Dinas Tenaga Kerj a dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung). 

11	 I.Ketut Ariyadi, S.Sos (Koordinator Pengawas 
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinei Lampung). 

12	 Sariyo, S.Sos (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung). 

13	 Aldani Yovis, SE (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinei Larnpung). 

14	 Drs. Mulyadi (JFU pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung). 

15	 M. Murjiono, S.Sos (JFU pada Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Proviriai Lampung]. 

16	 Rakhmat Hidayat, SH (JFU pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinai Lampung). 

17	 Tardo (JFU pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinai Lampung). 

GUBEIUt~ 
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